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A. Latar Belakang Penelitian

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang kesehatan menyatakan
bahwa kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Landasan ini adalah sebagai dasar pembangunan kesehatan dalam rangka
mewujudkan tatanan masyarakat yang sehat baik fisik, mental maupun sosial.
Kondisi yang dihadapi dari aspek mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan,
adalah persebaran sarana pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah
Sakit termasuk sarana penunjang ke seluruh pelosok wilayah belum diikuti
sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan
sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat
kesehatan dan sarana penunjang lain, proses pemberian pelayanan dan
kompensasi serta harapan masyarakat. Dengan demikian maka peningkatan
kualitas fisik serta faktor-faktor di atas merupakan prakondisi yang harus
dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan (Jawatengah.go.id., 2005).

Pada zaman dulu, kegiatan pelayanan kesehatan selalu dianggap erat
kaitannya dengan rasa kemanusiaan karena berurusan dengan orang sakit, dan
dalam pandangan masyarakat, sakit dianggap sebagai musibah yang memerlukan
pertolongan tanpa pamrih. Pada zaman modern, penyelenggaraan rumah sakit
tidak lagi sederhana sepeti dulu, kebutuhan mengelola rumah sakit memerlukan

prinsip-prinsip bisnis karena mengelola rumah sakit memerlukan investasi yang



besar dan tuntutan pemakai jasa rumah sakit yang ingin mendapat kualitas
pelayanan yang baik yaitu memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam
pelayanan kesehatan (Mohamad, et al., 1995)

Rumah Sakit (RS) dikenal sebagai institusi padat karya, padat modal,
padat teknologi dan juga padat masalah. Oleh karena kompleksnya masalah yang
dihadapi rumah sakit ini, maka diperlukan manajer rumah sakit yang mampu
mengelola dan memberikan pelayanan terbaik. Cara terbaik untuk dapat
memenangkan persaingan adalah dengan memberikan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan pelanggan. Untuk menghasilkan kualitas terbaik dengan berorientasi
pada kebutuhan pelanggan ini diperlukan adanya suatu upaya perbaikan
berkesinambungan/terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungannya (Yuni dan Rita, 2005).

Untuk memperoleh pelayanan rumah sakit yang sama di seluruh Indonesia
maka pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan minimal rumah sakit di
tingkat kabupaten/kota. = Standar Pelayanan  Minimal Rumah  Sakit
Kabupaten/Kota adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah
diserahkan, yang harus dilaksanakan Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk
meningkatkan mutu pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang
sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota serta sebagai instrumen pembinaan
dan pengawasan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes-

Kesos/SK/XI11/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal



Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka pedoman ini merupakan
acuan bagi setiap Propinsi untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit yang wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota masing-masing. Rumah Sakit
Kabupaten/kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
oleh propinsi dengan memperhatikan situasi kondisi wilayah setempat (Achmad,
2002).

Rumah sakit merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan
kedokteran. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai
public goods harus sesuai dengan kebutuhan setiap orang, bukan sesuai dengan
kemampuan membayarnya. Namun adanya kesulitan keuangan pemerintah yang
membuat kemampuan membiayai pelayanan publik makin rendah, sehingga di
subsektor rumah sakit dilepas ke arah sistem pelayanan berbasis prinsip private
goods vyaitu diserahkan pada mekanisme pasar dan dibiayai oleh swasta. Bila
harga pelayanan kesehatan dilepaskan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi
sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan di bawah harga pasar
sehingga menimbulkan inequity. Sebagai public goods, rumah sakit swasta harus
tetap mengemban fungsi sosial untuk mencapai pemerataan masyarakat golongan
kurang dan atau tidak mampu. Salah satu fimgsi sosial tersebut berupa
pengaturan Status Asuransi yang dilakukan melalui kebijakan subsidi silang
namun dalam pelaksanaannya, rumah sakit cenderung mengalami defisit
anggaran (Melina, 2001).

Secara alamiah RS adalah suatu badan usaha dan bukan sebuah kantor,

sehingga pengelolaan RS yang efektif dan efisien akan memaksimalkan hasil dan



kualitas pelayanan RS tersebut, terlepas apakah RS itu milik pemerintah, yayasan
atau PT. Sebagai badan usaha maka bagi RS pemerintah bentuk kelembagaan
menjadi sangat penting artinya, karena pengelolaan uang, barang dan orang di RS
pemerintah adalah tergantung dari bentuk kelembagaan RS tersebut. RS sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT), dilihat dari status pegawainya adalah Pegawai
negeri Sipil (PNS), sedangkan pendapatannya harus disetor ke kas daerah dan
Status Asuransi kelas 1, 11, 11l diatur oleh perda. Sementara untuk RS swadana,
status pegawainya terdiri dari PNS dan non-PNS, pendapatan operasional dipakai
langsung/tidak disetor ke kas daerah dan Status Asuransi yang diatur oleh perda
hanya Status Asuransi kelas 111, sedangkan untuk kelas I, Il dan VIP diatur oleh
rumah sakit melalui SK direktur, sedangkan untuk Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), fleksibilitas pengelolaan sumber
daya yang ada di RS lebih leluasa, pengelolaan RS masih memerlukan perubahan
otonomi lebih jauh untuk kinerja yang lebih baik lagi (Lucya, 2006).

Rumah Sakit Umum Pandan Arang, sebagai salah satu Rumah Sakit
Umum (RSU) milik pemeritah di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah juga
menghadapi tantangan yang serupa dengan beberapa rumah sakit pemerintah
daerah lainnya. Saat ini RSU Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Rumah
Sakit Umum pemerintah memiliki jumlah keseluruhan fasilitas tempat tidur
untuk rawat inap sebanyak 248 tempat tidur. Fasilitas rawat jalan terdiri dari
Poliklinik (umum, gigi dan mulut, spesialis, rehabilitasi medik, konsultasi gizi
dan UGD) dan fasilitas penunjang medis (laboratorium, gizi, farmasi, dll). Dari

hasil laporan tahun 2003 tercatat nilai BOR (Bed Occupancy Rate) sebesar



79,39% dan LOS (Length of Stey) selama 4,2 hari. Dibanding dengan hasil
laporan tahun 2003, tahun 2004 tercatat nilai BOR (Bed Occupancy Rate) sebesar
71,98%, yang menunjukan penurunan BOR sebesar 7,41% dan Nilai LOS
(Length of Stey) menurun 0,2 hari menjadi 4 hari. LOS berkurang 0,2 hari berarti
pasien rawat inap lebih cepat pulang kerumah (0,2 hari). Pada tahun 2003 Total
jumlah pasien rawat keluar sebesar 16.014 menurun dibanding tahun 2004
sebanyak 14.770 dengan selisih 1.244. atau menurun sebesar 7,8 %. Total
jumlah pasien rawat inap pada tahun 2003 sebesar 67.568 menurun dibanding
tahun 2004 sebanyak 62.063 dengan selisih 5.505 atau turun sebesar 8,9 %
(Profil RSU Pandan Arang, 2004).

Sebagian besar penduduk kabupaten Boyolali berada pada tingkat sosial
ekonomi menengah ke bawah, maka RSU Pandan Arang Boyolali perlu
melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pasar. Keluarga miskin
(Gakin) di Boyolali kini sedang diperjuangkan untuk memperoleh jaminan
kesehatan secara menyeluruh dari pemerintah daerah. Jaminan kesehatan ini
berupa biaya pengobatan gratis untuk semua jenis penyakit, baik yang telah
tedeteksi maupun yang belum terdeteksi. Selama ini keluarga miskin baru
memperoleh Askes Gakin yang disalurkan lewat RSU Pandan Arang Boyolali
untuk biaya pengobatan gratis bagi keluarga miskin dengan fasilitas kamar rumah
sakit kelas I11 sebanyak 35 ribu KK dari 90 ribu KK yang diperkirakan, sehingga
masih banyak keluarga miskin yang tidak terlayani kesehatannya lewat Askes

Gakin (Rahino, 2005).



Dengan demikian penting untuk diteliti, pengaruh pendapatan keluarga
terhadap pilihan kelas rawat inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang

Kabupaten Boyolali.

B. Masalah/Pertanyaan Masalah
1. Apakah ada pengaruh pendapatan keluarga terhadap pilihan kelas rawat inap
di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali?
2. Apakah ada pengaruh pendapatan keluarga terhadap pilihan kelas rawat inap
di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali, setelah
mempertimbangkan faktor perancu yang terdiri dari; (1) tingkat pendidikan,
(2) jarak/baiaya transport, (3). Jumlah anggota keluarga, (4). Perceived

Quality of Care dan (5) Status Asuransi ?.

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum:

a. Mengetahui pengaruh pendapatan keluarga terhadap pilihan kelas rawat
inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali, setelah
mempertimbangkan faktor perancu yang terdiri dari; (1)  tingkat
pendidikan, (2) jarak/baiaya transport, (3). Jumlah anggota keluarga, (4).
Perceived Quality of Care dan (5) Status Asuransi.

2. Tujuan khusus:
a. Mengetahui pengaruh pendapatan keluarga terhadap pilihan kelas rawat

inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali.



b. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pilihan kelas rawat
inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali

c. Mengetahui pengaruh jarak/biaya transport terhadap pilihan kelas rawat
inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

d. Mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pilihan kelas
rawat inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali

e. Mengetahui pengaruh perceived quality of care terhadap pilihan kelas
rawat inap di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

f.  Mengetahui pengaruh Status Asuransi terhadap pilihan kelas rawat inap di

Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Mendukung/memberikan bukti empiris terhadap teori mikro ekonomi,
bahwa permintaan pelayanan kesehatan sebagai barang normal meningkat
dengan meningkatnya pendapatan keluarga.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai
berikut:
a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk melengkapi persyaratan guna
memperoleh derajat Magister Manajemen Ekonomi Kesehatan di

Universitas Muhammadiyah Surakarta.



b. Bagi RSU Pandan Arang Boyolali, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang tepat
sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan
fasilitas pelayanan kesehatan di RSU Pandan Arang Boyolali.

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat mengubah pandangan
masyarakat tentang pelayanan kesehatan di RSU Pandan Arang Boyolali.

d. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan menjadi penyediaan data
dasar, yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya

tentang pemilihan fasilitas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit.





